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KATA PEI\GANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana

Kine4a Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang

pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian pelaksanaan program-program yang akan

dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional pada Dinas

Ketenagakedan Kota Medan.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2021-2026 serta Indikator Kine{a Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan

masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi

Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD 2022 merupakan proses penjabaran lebih

lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan opd menggambarkan

kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pernerintah (OPD) dan indikator

kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja

ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan.Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya

dalam satu periode tahunan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021 - 2026.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 20T7 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang tenaga kerja dan

tugas lainny a yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas

ketenagakedaan Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan

ketransmigasian.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

ketenagakerjaan;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan

keffansmigrasian.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unsan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub

unrsan ketransmigtasran
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d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan tugas pembanttran berdasarkan atas peraturan perundang - undangan.

f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan disusun

berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ternang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panj ang Nasional 200 5 -2025 ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20T4 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineda

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelengg araan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah,

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PEN2201M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan

Angka Kreditnya;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Z}lTtentangTata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kota Medan;

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang P'embentukan Perangkat

Daerah Kota Medan;

21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tatrun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud danTujuan

Rencana Kine{a Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota MedanTahn2}22

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Ketenagake{aan Kota Medan untuk

periode 5 (lima) tahun yang menjamin kegiatan bedalan efektif, efisien, dan bersasaran

serta menj amin tercapainya tuj uan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota

Medan adalah:

a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan

dicapai, serta program prioritas pembangunan daerah;

Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam bentuk

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

Mendokumentasikan proses evaluasi renstra secara periodik.

b

c.
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1.4 SistematikaPenulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan

dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perafuran Daerah,

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun

2022.

1 .4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II, RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun2}2l.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun2022 memuat Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) OPD Tahun 2022. Penjelasan pokok yang disajikan antara

l1'lururun Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran

program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA OPD) serta

bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi OPD.

2. lndikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang

akan dicapai pada tahun yang akandatang.
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BAB 1!

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun

Anggaran 2021, terdapat 4 program dan 14 kegiatan serta 29 sub kegiatan, yang

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 17 141 064.228,- (tujuh belas milyar seratus

empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan

jumlah program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas

Ketenagakerjaan Kota Medan dapat mengedakan 14 kegiatan yang dilaksanakan dan dengan

realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13.821.909.936,- (tiga belas milyar delapan ratus

dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

atau sebesar 80,64%.

2.2 Rencana Kineria Tahunan (RKT) Tahun 2022

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, seperti reformasi

pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah, maka Dinas Ketenagakelaan Kota Medan harus mampu menyelenggarakan

tugas-tugas yang berkaitan dengan ketenagake{aan. Untuk memberikan gambaran serta

wajah masa depan yang didambakan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis

dan terukur, maka Dinas Ketenagake{aan Kota Medan mendukung visi Pemerintah Kota

Medan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif .

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi yang harus

dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang

ditetapkan. Misi yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan, antara lain :

1. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua

2. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada

penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

Dengan adanya Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan, maka Dinas Ketenagakelaan Kota

Medan mendukung serta mewuj udkan visi dan misi tersebut dengan pelaksanaan program

dan kegiatan tahw2022.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Ketenegakerjaan pada tahun 2022,

antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten'/Kota

progtam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupateo/kota dijabarkan secara rinci

kedalam beberapa kegiatan, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan IRKT)
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Ll. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antaralain..

I.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam

sub kegiatan, antara lain :

L2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

L2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi

kedalam sub kegiatan, antara lain :

I.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

L3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

I.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub

kegiatan, antara lain :

L4. I . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

I.4.4. Penyediaan Bahanllr4aterial

I.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

I.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SI(PD

I.4.T.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

L5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

I.5.1. Pengadaan Mebel

I.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini

dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

I.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

L6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

I.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

I.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7 .2. P emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I.7. 3. PemeliharaanlRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

I.7.4. pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan LainnYa

6
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II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dijabarkan secara rinci kedalam

beberapa kegiatan, sebagai berikut:

IL1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan ini dibagi

kedalam sub kegiatan, antara lain :

II.l. 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Berdasarkan Klaster Kompetensi

Il.l.2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk

Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

II.2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Keda Swasta. Kegiatan ini dibagi kedalam

sub kegiatan, antara lain :

11.2.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

II.3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini

dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

II.3.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

IIL Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja dijabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan,

sebagai berikut .

IILI. Kegiatan Pelayanan Antarke4a di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi

kedalam sub kegiatan, antara lain :

il.1. 1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

IlI. | .2. Penyelenggaraan Unit Layanan Di sabil itas Ketenagakerj aan

III.2. Kegratan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan ini dibagi kedalam sub

kegiatan, antara lain :

Ill.2.L Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Ke4a Online

lIL2.2. Job FairlBursa Kerja

III.3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah

Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.3.l.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekeja Migran

Indonesia (PMI)/Pekerj a Mi gran Indones i a (PMI)'

III.4. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam I (satu)

Daerah Kabupaten/I(ota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.4.l. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/I(ota (Dinas Ketenagakerjaan)

IV. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial ddabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan,

sebagai berikut :

7
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IV.1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Keqa

Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam I (satu) Daerah

Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

IV.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

IY.T.2. Pendaftaran Pe{anjian Kerjasama bagi Perusahaan

IV.1.3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

IV.2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/I(ota. Kegiatan ini dibagi

kedalam sub kegiatan, antara lain .

lY .2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di I (satu)

Daerah Kabupaten/Kota.

LY.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial, Mogok Kerja, dan

Penutupan Perusahaan yang Berakibattserdampak pada Kepentingan di 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

IY.2.3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi

Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekeqa/Serikat Buruh serta

Non Afiliasi

IY.2.4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

KabupaterVKota

IV.2.5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas

Kesejahteraan Pekerja

BRencana Kineria Tahunan \Kf)



BAB III
PENTTTTIP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima

tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh

indikator kinerja kegiatan.Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggzlran baru dirnulai

karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kineda Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan

Kota Medan Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun

Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh

pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governonce) atau

Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara

tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerla kegiatan.

PIt. KEPALA DINAS AGAKERJAAN

RIDWAN SITANGGANG
PEMBINA TK. I

NrP.19660s01 198603 1 00s

rat
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LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon Il TAHUN 2022

OPD

Tahun

: Dinas Ketenagakerjan Kota Medan

:2422

Meningkatnya Tenaga Kerja

Bersertifikat

fersentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang
I

flVlemperoleh 
Sertifikat Keahl ian

% 90

Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja

yang Mendapatkan Pekerjaan
f.,,.ntu,"

Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan % 40

Meningkatnya perusahaan yang

Menerapkan Tata Kelola Kerja yang

Layak

[.rr.ntur" 
Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola

f*r, 
yansLayak

Yo 70

Sasaran Strategis

Kineria

lndikator Kinerja Utama Satuan Target

(,|} (2t (3) (4)



LAMPIRAN Il RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon lll TAHUN 2022

OPD

Tahun

: Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

:2022

Pencari Kerja yang Terlatihram Pelatihan Kerja dan
uktivitas Tenaga Kerja

15

Program Penempatan Tenaga Kerja
1,.,.,"

ntase pemenuhan Lowongan pekerjaan % 50

% 90

% 10

%

ram Hubungan lndustrial
rat a /PKB

ntase perselisihan /konflik yang
iselesaikan

perusahaan yang menerapkan

rsentase Peningkatan lembaga hubungan
haandustrial di

10

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

frerseten ggaranya u rusa n pem erinta han daerah

lkabupaten/kota 
dengan baik

% 100

Kinerja

(4)

Program
lndikator Program $atuan Target

(1) (2) (3)

%



LAMPIRAN lll RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon lV TAHUN 2022

OPD

Tahun

: Dinas Ketenagakeriaan Kota Medan

:2022

Kegiatan Sub Kegiatan

Kinerja

lndikator Sub Kegiatan Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelaksanaan pelatihan
berdasarkan unit
kompetensi

Proses pelaksanaan pendidkan
dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja berdasarkan klaster
kompetensi

Jumlah tenaga kerja/ calon tenaga
kerja yang dilatih

Orang 409

Koordinasi lintas lembaga dan
kerjasama dengan sektor swasta
untuk penyediaan instruktur serta
sarana dan prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta yang bekerjasama

KaliiPertemuan 4

Pembinaan lembaga
pelatihan kerja swasta Pembinaan lembaga pelatihan

kerja swasta
Jumlah lembaga pelatihan kerja
swasta yang dibina

Lembaga 120

Peng u kuran produktivitas
tingkat daerah
kabupaten/kota

Pengukuran kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja

Jumlah dokumen pengukuran
lompetensi dan produktivitas tenaga
kerja

Dokumen/Orang 16



Kegiatan Sub Kegiatan

Kinerja

lndikator Sub Kegiatan Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

Program Penempatan Tenaga Kerja

Pelayanan antarkerja di
daerah kabupaten/kota

Penyuluhan dan bimbingan
iabatan bagi pencari kerja

Jumlah pencari kerja/ calon pencari
kerja yang mendapatkan bimbingan Orang 50

Penyelengg araan unit layanan
disabilitas ketenagakerjaan

Jumlah calon tenaga kerja/ tenaga
kerja disabilitas yang dilayani Orang 50

Pengelolaan informasi
pasar kerja

Pemeliharaan dan operasional
aplikasi informasi pasar kerja
online

Jumlah aplikasi informasi pasar kerja
yang dipergunakan Aplikasi

1

Job fair/Bursa Kerja

Peningkatan perlindungan dan
kompetensi Calon Pekerja Migran
I ndonesia (C PMI)/Pekerja Migran
lndonesia (PMl)

Jumlah lowowngan kerja pada job
fair/bursa kerja

Lowongan 100

Perlindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di
daerah kabupaten/kota

Jumlah CPMI/PMl yang
mendapatkan pembinaan dan
perlindungan

Orang 50

Penerbitan perpanjangan
IMTA yang lokasi kerja
dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi
perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Jumlah tenaga kerja asing yang
lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah
kota

Orang 25

Program Hubungan lndustrial

Pengesahan peraturan
perusahaan dan
pendaftaran perjanjian
kerja bersama untuk
perusahaan yang hanya
beroperasi dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota

Pengesahan peraturan
perusahaan bagi perusahaan

Jumlah peraturan perusahaan bagi
perusahaan yang disahkan

Perusahaan 50

Pendaftaran perjanjian kerjasama
bagi perusaahaan

Jumlah perjanjian kerjasama bagi
perusahaan yang didaftarkan

Perusahaan 50

Penyelenggaraan pendataan dan
informasi sarana hubungan
industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja serta pengupahan

Jumlah perusahaan yang didata Perusahaan 150

I



Kegiatan Sub Kegiatan

Kinerja

lndikator Sub Kegiatan Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

Pencegahan dan
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja
dan penutupan
perusahaan di daerah
kabupaten/kota

Pencegahan perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja, penutupan
perusahaan yang
berakibaUberdam pak pada
kepentingan di 1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Terlaksananya pencegahan kasus
perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan
perusahaan

Orang/Kasus 800

Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja, penutupan
perusahaan yang
berakibaUberdam pak pada
kepentingan di 1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Jumlah perselisihan hubungan
industrial yang ditangani Orang 150

Penyelenggaraan verifikasi dan
rekapitulasi keanggotaan pada
crganisasi pengusaha, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh serta non afiliasi

Jumlah perusahaan yang mempunyai
serikat pekerja/serikat buruh

Perusahaan 400

Pelaksanaan operasioanal Lembaga
Kerjasama Tripartit daerah
Kabupaten/kota

Jumlah pertemuan yang
dilaksanakan LKS Tripartit Kali 10

Pengembangan pelaksanaan

iaminan sosialtenaga kefla dan
fasilitas kesejahteraan pekerja

Terlaksananya pengembangan dan
optimalisasi pelaksanaan jaminan
social tenaga kerja

Orang 200



Kegiatan Sub Kegiatan

Kinerja

lndikator Sub Kegiatan Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota

Perencananaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat
daerah

Penyusunan dokumen peren€naan
perangkat daerah

Jumlah penyusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah

Dokumen
1

Administrasi keuangan
perangkat daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan
Tersedianya gajidan tunjangan ASN
selama 1 (satu) tahun

Tahun
1

Koordinasi dan pelaksanaan akutansi
SKPD

Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan
akutansi dan pelaporan keuangan
daerah

Kali 15

Administrasi kepegawaian
perangkat daerah

Pengadaan pakaian dinas beserta
atribut keleng kapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas
beserta atribut kelngkapannya

Kali

Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi

umlah pegawai yang mengikuti
peningkatan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan

Orang 75

Administrasi umum
perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi listriU
cenerangan bangunan kantor

Jumlah tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Tahun
1

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor
selama 1 (satu)tahun

Tahun
1

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Jumlah barang cetakan dan
penggandaan Tahun 1

Penyediaan bahan/material Iersedianya bahan/material Tahun 1

Fasilitasi kunjungan tamu
Jumlah makanan dan minuman tamu
pemerintah kota medan

Tahun I

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

ferselenggaranya rapat - rapat dan
konsultasi selama 1 (satu) tahun) Tahun 1

Penatausahaan arsip dinamis dan
Konsultasi SKPD

Jumlah pemeliharaan dan
penyusutan arsip dinamis Dokumen 240

2

I



Kegiatan Sub Kegiatan

Kinerja

lndikator Sub Kegiatan Satuan Target

(1) (2) (s) (4)

Pengadaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

Pengadaan Mebel Jumlah tersedianya mebel Tahun 1

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Jumlah tersedianya peralatan dan
mesin

Tahun 1

Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tahun 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi.
Sumber daya air dan listrik Bulan 12

Penyediaan jasa pelayanan umum
kantor

Jumlah tersedianya jasa tenaga
pendukung administrasi Tahun 1

Pemeliharaan barang milik
Caerah penunjang urusan
oemerintahan daerah

Penyedlaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas
iabatan

Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaab, pajak dan perizinan
kendaraan dinas atau kendaraan dinas
iabatan

Tahun
1

Pemeliharaan peralatan dan mesin
lainnya

ferselen g g ar any a pemel iharaa n
peralatan dan mesin lainnya

Tahun
1

Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor
Can bangunan lainnya

Jumlah terlaksananya pemeliharaan/
rehabilitasi gedung kantor atau
bangunan lainnya

Tahun
1

Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor atau bangunan
lainnya

Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana
dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya

Tahun
1



LAMPIRAN IV

OPD :DINASKETENAGAKERJAAN

Tahun:2021 -2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT}

YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA MEDAN

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

90% 92 o/o 93%1

Persentase Pencari

Kerja/ Tenaga Kerja

yang Memperoleh

Sertifikat Keahlian

89% 94% 95 o/o 95%

2

Persentase Pencari

Kerja yang

Mendapatkan

Pekerjaan

35% 40% 42% 4s% 48% 50% 50 o/o

69% 70% 72 o/o 74% 76%3

Persentase Perusahaan

yang Menerapkan

Tata Kelola Kerja

yang Layak

78% 78%

No
Kinerja Pada

Awal Periode

RPJMD (%)

lndikator
Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi Akhir

Periode

RPJMD (%)



10127121,8:41 AM Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-BEtANJA SKPD

Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022

organissi 2.07.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketmaqakerjaan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian
Sumber

Dana
Lokasi

Juhl.h

T-1

T

T+1Belahja
opGr.si

Belania
Modal

Bel.nj.
Tidak

Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah

1 2 3 1 6 7 8 9 10 1t 12 13
't,l =

(10+1 1 +12+13)
15

2 UR.USAN PEMERTNTAHAN WAJIB YANC TIDAX BERKATAN DENGAN PETAYANAN DASAR,

2 o7
URUSAN PEMERINTAHAN BIOANG TCNA6A
KERJA

19,958,7r 6,6i6 425,S08,1 00 0 0 16,141,221,716

2 o7 01
PROCRAM PENUNJAN6 URUSAN

PEMERI'{TAHAN DAERAH KABUPATENA(OTA
10.8,18,97 1,966 42S,S08,1 00 0 0 11.274,480,O65

2 o7 ol 2.01
Pcrm@nran, Pcnganggalrn, dan EEludi
Klncrj. Psangkrt Dffih 41,792.000 0 0 o 41,792.0O0

2 01 01 2.01 01

Penyusunan Dokumeh
Perencanaan Perangkat
Daerah

iDihas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

11,192,OOO 0 0 41,792,000

07 o1 2.O2 AdmihiitTasi K.uangan Pehngk.t D.€rah 8,520,853,506 0 o o 8,520,853,506

2 o7 01 01

Pehyediaah 6aji dan
Tunjangan ASN
(Dihas Ketenagakerjaah)

PENDAPATAN

ASU MERAH
(PAD)

8,490,979,006 0 0 0 8,490.979.006

2 01 01 2.O2 04

(oo.dinasi dan
Pehksanaan Akuntansi
SKPD
(Dihas Ketenagakerjaan)

P€NDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

29,874,500 0 0 29,874.500

2 o7 01 2.05 Administrasi Kepegawairn plrangkat Dalrah 305,i152,700 0 0 0 305,.452,700

2 07 01 2.05 02

Pengadaah Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

{Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

152,122,500 0 0 0 152,122,500

2 07 01 2.05 09

Pendidikan dah Pelatihah

Pegawai Berda*rkan
Tugas dan Fungsi
(Dinas Ketenagak€rjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

1 53,330,200 0 0 0 153,330,200

2 o7 01 2.06 Administr.si Umqm Pehhgk t Dlenh ,176.785,700 400,000 0 0 ,t77.18S.700

2 07 OI 2.06 01

Penyediaan Konlpons
lhst.hsi
Ii5trik/Penerangan
Bangunan Kantor
(Dihas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

82,000,000 0 0 82,000,000

2 ol 0l 2.06 04
Penyediaan Bahan
Logistik Kahtor
(Din as Ketehagakerjaan)

PENDAPATAN

AsU DAERAH

(PAD)
130,m0.000 0 0 130,000,000

2 07 01 2.06 05

Penyediaan Barang
CetEkan dan
Pehgqahdaah
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH

(PAD)
97,135,700 0 0 0 97,135,700

2 a1 0l 2.06 07
Penyediaan
Bahan/Material
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD}

9,000,000 400.000 0 9,400,000

2 o7 01 2.06 08
Fasilitasi Kuhjungah Tamu

{Dinas Ketenagakerjann)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

48,000,000 0 0 0 48,000,000

2 07 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
(onsuftasi SKPD
(Dinas Ketenagakerjaah)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

91,750,000 0 91.750.000

2 o7 01 2.06 10

Pehatausahaah Arsip
Dinamis pada SKPD
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASTI DAERAH

{PAD)

'18,900,000
0 18,900,000

2 o7 o1 2.O7
P€hgrdaan BaEhg Mlllk Daerah pehuhjahg
Uru$n Pcmerintrh D.d.h o i125,1 08.1 00 0 0 €5,108,100

2 07 01 2.07 05
Penqadaan Mebel
(Dinas Keteragakerjaani

PENDAPATAN

ASIJ DAERAH
(PAD)

188,576,800 0 0 r88,576,800

2 Ql 01 2.07 06
Pehgadaah Peralatan dan
Mesin Lainnya
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

236,531,300 0 236,531,300

https://medan 'sipd'kemendagri.go'id/daerah/main?WQbH3AVMdoprVoooZz3vTEHQoDixcvmDsesWq4gzxsBRleFeyf2Zg@6spoczJcnq6szBT
114
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Kode Utaian
Sumbet

Dana Lokrsi

Juhlah

T-1

T

T+lBelanje
Op€raii

Bebnje
Modal

Bclanja
Tidak

Tcrdug,

Brbnj!
Transfer J umlah

I 2 3 1 5 6 7 I 9 't0 ll 12 13
14=

(10+1'l+12+13) 1S

2 o7 o1 2.08 Penyediaan Jas P8nunjang Urusn
Pemrfintahan Drerah 1,009,o88,060 0 0 0 1.00!),088,060

2 07 01 2.08 01

Penyediaan Ja5a Surat
Men)rurat
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

9,550,000 0 0 9.550.000

2 01 01 z.o8 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH

{PAD)

350,r52,000 0 0 0 350,1 52,000

2 o7 01 2.08 04
Penyediaan lasa
Pelayahan [Jmum Kantor
(Dinas Ketenagak€r.jaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH

{PAD)

639,376.060 0 0 639,376,060

2 o? 01 2.09
Pemellhaaan Barang Milik Damh Pounjrhg
Uru$n Pefr erint.htd D.enh 495,000,000 0 0 o 49S.000,oo0

2 07 01 2.09 01

Penyediaan lasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Percrangan
Dinas atau Kehdaraar
Dinas Jabatan
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

{PAD)

200,000,000 0 0 0 2m,000.000

2 07 01 2.49 06

Pemeliharaan Pera latan
dan M6in Lainnya
(Dina5 Ketehagakerjaah)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

{PAD)

120,000,000 0 0 120.000.000

2 01 01 2.09 09

Pemeliharaan^ehabilitasi
Gedunq Kantor dan
Bangunan Lainnya
(DinEs Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

'1 50,000,000 0 0 0 1 50,000,000

2 07 01 2.09 11

Pemeliharaan^ehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainhya
(Dinas Ketenagakerj:an)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

25,000,000 0 0 0 25,000,000

2 07 o3
PROGRAM PELATIHAN KER'A DAN
PR,ODUKTIVTTAS TENAGA KER'A

2,034,3r 1,200 0 0 0 2,034,31'1,200

2 o7 03 2.Ol Pebksanaan PqlEtih.n bcrdasarkan Unit
Kohp€t€nsi 1.963,800,1 00 0 0 0 1.963,800,10,0

2 D7 03 01

Prose5 Pehksnaan
Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilah b.gi
Pencari Ke.ja
berdasa*an Klatter
Kompetehsi
(Dinas KetenagEkerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

1A22,4A7p@ 0 0 0 1.422.487.OOO

2 07 03 2.O1 B2

Koordinasi Lihtas

Lembaga dah Keia Sama
dengah Sektor Swasta
untuk Penyediaan

lnstruktur serta Sarara
dan Prasarana Lembaga
Pehtihan Kerja
(Dihas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

541,313,',100 0 0 541,111.100

2 07 o3 2.O2 Pembinaen L.mbaq. Hetihan X6j. Sw.$a 27,949,500 0 0 0 27,949.500

2 01 03 2.0? 01

Pembinaah Lmbaga
Pehtihan Keria Swasta
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

27,919,500 0 27,949,S00

2 o7 o3 2.05 Pengukunn Produktivitas Tingkat Daenh
K.buprt6/Kot. .12.561,600 0 0 0 42,S61.600

2 01 2.05 01

PengukuEh Kompetehsi
dan Produkivitas Tenaga

Kerja
(Dihas Ketehagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH

{PAD)

42,551,600 0 0 42,561,600

2 o7 04 996.966,950 0 0 0 996,955,950

2 o7 oa 2.01
P.blDmn Antarkerja di Dacrah
K.buptts/Kott 291,679.350 0 0 0 291,579,r5O

2 07 04 2.01 03

Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan bagi
Pencari Kerja
(Dina5 Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

66,479.350 0 0 66,479,350

https://medan sipd'kemendagri.go.id/daerah/main?WQbH3AvMdOprVrDoozz3vTEHQoDjXCvmDseswq4gzxsBRleFeyf2Zg@6spoczJcnq6SzaT
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Kode [Jreirh Sombcr
Dant Lokrsi

Jumlah

T-1

T

T+1Bebnj:
Opera;i

BGLnj.
Modrl

Belanja
Tidak

Terduga

Behhj.
Transfer

Juhhh

1 2 3 4 5 7 8 9 '10 'lt 12 13
1,4 =

(10+ll+12+13) ts

2 01 04 2.01 04

Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas
(etenagakerjaan
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

228.200.000 0 0 0 228,200,000

2 o7 (N 2.03 Plngeloliah htormsi Prsr Kerjt 25,t,00.a,000 0 0 0 25,1,004,00{,

2 07 M 2.03 01

Pemeliharaan dan

Operasional Aplikasi
lhfomasi Pasr Kerja
Onllne

{Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

114,5@,000 0 0 0 1 14,500,000

2 07 04 2.03 03
Job FairlBursa Kerja
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

149.504.000 0 0 0 r49,504,000

2 07 04 2.04
Pelndungrn PMI (Pn d.h Purn. P€hnplt n)
di D.rEh Nrbup.tfiAota 339.715,000 0 0 0 339,7:t5,OOO

2 07 M 2.U 01

Peningkatan Pelindungan

dan Komp€tensi Calon
Pekerja Migran lndon6ia
(PMl)/Pekerja Migrah
lhdonesia (PM0

(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

(PAD)
tt9,735,000 0 0 0 139,735,000

2 07 01 2.O5
P.Hbit.n Perp.hj.hgan IMTA y.ng Lokai
Kcrja dabm I (et!) Daerah lbbupatfl/Kata 98,5i48,600 0 0 0 98,548,6(x'

2 07 04 2.05 01

Koordinasi dan
Sink.oniesi
Perpanjanqan IMTA yanq

Lokasi Ke.ja dalam 1

{$tu) Daerah

Kabupaten/Kota
(Dihas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASU DAERAH
(PAD)

98,548,600 0 0 98,548,600

2 o7 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2,078,466,500 0 0 0 2,O78.,156,san

2 o7 05 2.O1

P€hg6ahatr Pcratuhn Percrhaah datr
Pendrftrnn Perjtnji.n Kerir BeEhr uhtrk
PcrB.haan yang hanlE Bcrop.rad daLam I
(ratu) Drerah lGbupatff /Kot,

250,500,000 0 0 250,5@,000

2 01 05 2.01 0'l

Pengesahan Peraturan

Perusahaan bagi
Perusahaah
(Dinas Ketenagakerj.ah)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

72,000,000 0 0 0 72,000,000

2 07 05 2.01 02

Pendaftaran Perjanjian
Kerjasama bagi
Perusahaan
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

45,000,000 0 0 45,000,000

2 o7 05 2.O1 03

Penyelenggaraan

Pendataan dan lnformasi
Sarana Hubungan
lnd!strial dah Jaminan
Sosial Tenaga (erja serta
Pengupahan

{Dihas Ketenagakerjaah)

PENDAPATAN

ASII DAERAH
(PAD)

1 33,500,000 0 0 0 1 33,500,000

2 o7 05 2.O2

P.ncegahan dan P.ryel&ian PlEdirihan
Hubuhgan Hurtrlal, Mogok K.rJa dao
Pcnotupah F.rs9haan di Decnh
K.bupltsflGr.

1,827,966,500 0 1,827,966,5(X'

2 07 05 2.02 01

Pehcegahan Perselisihan
Hubungah lnduslrial,
Nrogok Keda. dan
Penulupah Psusahaah
yahq
BerakibaVBerdampak
pada Kepentingan di 1

(satu) Da€rdh
Kabupaten/Kota
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENDAPATAN

ASLI DAERAH
(PAD)

710.386,500 0 0 710,386,500

2 o7 05 2.0? 02

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan lndustrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan
yan9
EerakibavBerdampak
pada Kepehtihgan di'l
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
(Dinas Ketenagakerjaan)

PENOAPATAN

ASTJ DAERAH

{PAD)

570.750,000 0 0 570,750,000

314
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T

T-1

3 5 1t 12 13 (10+11+12+I!) t5

2 05 202
F.derari dan Kol€d.rasl

c7 09

P.hkenan oper.saon.l

0 12t300000

l llt 121,410,00! 123,430,000

hths://medan'sipd kemendagri go idldaerah/main?wQbH3Avl\rdoprvrDoozz3vTEHQoDixcvmDseSwq4gzx5BRleFe!,f2zg@6spoczJcnq6528l
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